PRESIDER
REPUBLGC INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KASONGAN, KEJAKSAAN
NEGERI KUALA PEMBUANG, KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA,
KEJAKSAAN NEGERI NANGA BULIK, KEJAKSAAN NEGERI KUALA
KURUN, KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU, KEJAKSAAN NEGERI
AIRMADIDI DAN KEJAKSAAN NEGERI TUBEI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menmimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2002 tentang Pembentkan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah, Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa
Utara di Provinsi Sulawesi Utara dan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri
dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa

Agung;
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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden
tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kasongan,
Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang, Kejaksaan Negeri
Sukamara, Kejaksaan Negeri Nanga Bulik, Kejaksaan
Negeri Kuala Kurun, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau,

Kejaksaan Negeri Airmadidi dan Kejaksaan Negeri Tubei;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19435;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesta Nomor 4180);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4343);

4. Undang-Undang ...
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4, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
T éhun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4401);

6. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN
KEJAKSAAN NEGERI KASONGAN, KEJAKSAAN
NEGERI KUALA PEMBUANG, KEJAKSAAN NEGERI
SUKAMARA, KEJAKSAAN NEGERI NANGA BULIK,
KEJAKSAAN NEGERI KUALA KURUN, KEJAKSAAN
NEGERI PULANG PISAU, KEJAKSAAN NEGERI
AIRMADIDI DAN KEJAKSAAN NEGERI TUBEL

Pasal 1

(1) Membentuk Kejaksaan Negeri Kasongan berkedudukan di
Kasongan,

(2) Membentuk  Kejaksaan Negeri Kuala  Pembuang
berkedudukan di Kuala Pembuang.

(3) Membentuk Kejaksaan Negeri Sukamara berkedudukan di
Sukamara.
(4) Membentuk ...
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(4) Membentuk Kejaksaan Negeri Nanga Bulik berkedudukan
di Nanga Bulik.

(5) Membentuk Kejaksaan Negeri Kuala Kurun berkedudukan
di Kuala Kurun.

(6) Membentuk Kejaksaan Negeri Pulang Pisau berkedudukan
di Pulang Pisau.

(7) Membentuk Kejaksaan Negeri Airmadidi berkedudukan di
Airmadidi.

8 Meinbentuk Kejaksaan Negeri Tubei berkedudukan di
Tubei.

Pasal 2

(1) Daerah hukum Xejaksaan Negeri Kasongan meliputi
wilayah Kabupaten Katingan.

(2) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang meliputi
wilayah Kabupaten Seruyan.

(3) Daecrah hukum Kejaksaan Negeri Sukamara meliputi
wiiayah Kabupateﬁ Sukamara.

(4) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Nanga Bulik meliputi
wilayah Kabupaten Lamandau.

(5) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Kuala Kurun meliputi
wilayah Kabupaten Gunung Mas.

(6) Dacrah hukum' Kejaksaan Negeri Pulang Pisau meliputi
wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

(7) Daerah ...



PRSI N
TLEFTLERL L N OINE S LA

(7) Dagrah hukum Kejaksaan Negeri Atrmadidi meliputi

wilayah Kabupaten Minahasa Utara.

(8) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Tubei meliputi wilayah

Kabupaten Lebong.

Pasal 3

(1) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Kasongan, maka
Kabupaten Katingan dikeluarkan dari daerah hukum

Kejaksaan Negeri Sampit,

(2) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Kuvala Pembuang,
maka Kabupaten Seruyan dikeluarkan dari daerah hukum
Kejaksaan Negeri Sampit.

(3) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sukamara, maka
Kabupaten Sukamara dikeluarkan dari daerah hukum

Kejaksaan Negeri Pangkalanbun.

(4) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Nanga Bulik, maka
Kabupaten Lamandau dikeluarkan dari daerah hukom
Kejaksaan Negeri Pangkalanbun.

(5) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, maka
Kabupaten Guoung Mas dikelvarkan dari daerah hukum
Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

(6) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, maka
Kabupaten Pulang Pisau dikeluarkan dari daerah hukum
Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas.

(7) Dengan ...
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(7) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Airmadidi, maka
Kabupaten Minahasa Utara dikeluarkan dari daerah hukum

Kejaksaan Negeri Tondano.

(8) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Tubei, maka
Kabupaten Lebong dikelnarkan dari daerah hukum
Kejaksaan Negeri Curup.

Pasal 4

(1) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Kasongan pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan
Negeri Sampit tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan,
dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri

Kasongan.

(2) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan
Negeri Sampit tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan,
dialibkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kuala

Pembuang.

(3) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Sukamara pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan
Negeri Pangkalanbun tetapi belum dilimpahkan ke
Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan

Negeri Sukamatra.

(4) Perkara ...
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(4) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan
Negeri Pangkalanbun tetapi belum  dilimpahkan ke
Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan
Negeri Nanga Bulik.

{5) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Kuala Kurun pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan
Negeri Palangkaraya tetapi befum dilimpahkan ke
Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan

Negeri Kuala Kurun.

(6) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan
Negeri Kuala Kapuas tetapi belum dilimpahkan ke
Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan
Negeri Pulang Pisau.

(7) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Airmadidi pada saat
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan
Negeri Tondano tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan,
dialihkan dan disclesaikan oleh Kejaksaan Negern:

Airmadidi.

{8) Perkara ...
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(8) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Tubei pada saat Keputusan
Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri
Curup tetapi belum dilimpabkan ke Pengadilan, dialihkan
dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Tubel.

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan,
pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi
Kejaksaan Negeri Kasongan, Kejaksaan Negeri Kuala
Pembuang, Kejaksaan Negeri Sukamara, Kejaksaan Negeri
Nanga Bulik, Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Kejaksaan
Negeri Pulang Pisau, Kejaksaan Negeri Airmadidi dan
Kejaksaan Negeri Tubei dibebankan pada anggaran Kejaksaan
Republik Indonesia.

Pasal 6

Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi,
dan tata ketja Kejaksaan Negeri Kasongan, Kejaksaan Negeri
Kuala Pembuang, Kejaksaan Negeri Sukamara, Kejaksaan
Negeri Nanga Bulik, Kejaksaan WNegeri Kuala Kurun,
Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kejaksaan Negeri Airmadidi
dan Kejaksaan Negeri Tubei ditetapkan oleh Jaksa Agung,
setelah mend'apat persetyjuan dari Menteri yang bertanggung
jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

- Pasal ...



PRESIEDEN
REPUEBLIK INDONESIA

Pasal 7

Keputusan Presiden ini inulai berlaku pada tanggat ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tid.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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